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ABSTRAK 

 

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering 

diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia karena mengandung pandangan 

yang kontroversial, poligami sendiri memiliki pengertian istilah perkawinan 

dengan lebih dari satu pasangan dan bisa diartikan sebagai perkwainan dengan 

lebih dari satu orang istri. Banyak pandangan terkait diperbolehkan atau tidaknya 

poligami yang mengundang peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana 

penerapan poligami di Indonesia, tidak tertinggal pula beberapa tokoh dari 

organisasi masyarakat yang sudah terkenal di Indonesia baik itu, Nahdlatul Ulama 

(NU), Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang 

mengomentari terkait poligami, pandangan ketiga lembaga masyarakat inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk membahas poligami. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa poligami menurut Nahdlatul 

Ulama hukumnya boleh, dengan ketentuaan yang tercantum dalam Al-Qur’an 

surat an-Nisāʾ [4] ayat 3, begitupun Muhammadiyah dan LDII yang dijadikan 

dasar untuk diperbolehkannya poligami. Poligami menurut ketiga organisasi 

tersebut guna menjawab problematika yang ada dalam masyarakat bahwa 

berpoligami hanya dalam keadaan tertentu dan mendesak saja yang bertujuan 

untuk mendapatkan solusi agar seorang suami tidak terjerumus kedalam lembah 

kemaksiatan seperti perzinahan atau perselingkuhan bahkan yang lebih 

berbahayanya lagi dengan istri dari seorang suami yang sah. Dilihat dari segi 

persamaannya ketiga organisasi masyarakat tersebut memiliki persamaan dalam 

penggunaan dalil surah an-Nisāʾ [4] ayat 3 serta pemberian alasan 

diperbolehkannya poligami. Sedangkan perbedaan terletak pada pendapat 

diperbolehkannya poligami serta pemberian makna adil terkait poligami, dasar 

pendapat tentang makna adil dalam poligami yaitu konsep adil dalam poligami 

Nahdlatul Ulama yaitu dengan meletakan sesuatu pada tempatnya, sedangkan 

Muhammadiyah harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri 

dan suaminya, dan LDII sendiri konsep adil hanya dalam hal materi saja. 

Key Word: Poligami, Perkawinan, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 
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 فاَنِْ  خِفْتمُْ  الََّ  تعَْدِلوُْا فوََاحِدَة   )سورةالنساء : 3(
 

“Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 

seorang saja” 

 (Q.S. an-Nisāʾ [4]:3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah 

ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun beberapa istilah, yaitu sebgai berikut:  

Poligami berasal dari bahasa Yunani, poly atau polus yang berarti 

banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan, 

berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak 

terbatas. Dalam bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan ta‟addud al-zaujat. 

Menurut kamus bahasa Indonesia, poligami diartikan ikatan perkawinan yang 

salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam 

waktu bersamaan.1 Jadi yang saya maksud dari Poligami ini adalah sebuah 

pembahasan yang akan saya bahas mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII. 

Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, 

pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia, pendapat atau pertimbangan itu 

hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan 

                                                 
1
KBBI, Pustaka Bahasa Departemen Pen Nmdidikan Nasional, 2008. 



 2 

tempat hidupnya. Atau juga paham, pendapat atau pendirian.2 Jadi maksud 

dari pandangan ini tertuju kepada tokoh-tokoh yang  terkait untuk dimintakan 

pendapat terkait poligami tersebut. 

Nahdatul Ulama (NU), sebagai jami‟iyah sekaligus gerakan diniyah 

Islamiyah dan ijtima‟iyah, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham 

Ahlussunah Wal Jama‟ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan 

menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Malaiki, Syafi‟i dan Hambali 

sebagai pegangan dalam berfiqih. Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, 

menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU 

untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang 

sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU 

menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab 

Syafi‟i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum 

yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari 

mazhab Syafi‟i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak 

terlalu melawan budaya konvensional atau berpaling ke mazhab lain. Dengan 

menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih.3 

Dapat diketahui bahwasannya yang dimaksud Nahdatul Ulama dalam 

judul ini adalah salah satu dari tiga ormas islam yang akan saya ambil 

                                                 
2
 Haizar MA, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Refrensi Perpustakaan, 2013), 

442. 
3
Mohamad Sobary, NU Dan Keindonesiaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2010), 226. 
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pendapatnya yang akan disampaikan dari tokohnya mengenai pembahasan 

poligami ini. 

 Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang besar di Indonesia, 

organisasi yang berupaya menampilkan corak islam yang memadukan antara 

purifikasi dan dinamisasi bersifat moderat dalam meyakini dan memahami dan 

melaksanakan ajaran islam. Muhammadiyah dengan watak ini berbeda dengan 

karakter gerakan-gerakan islam yang cenderung ekstrim. Ideologi 

muhammadiyah merupakan ideologi islam yang berkemajuan yang ditandai 

oleh beberapa karakter seperti menumbuhkan cara befikir inovatif, memiliki 

kemampuan antisipasif, memiliki watak mandiri, mengembangkan sikap 

pluralistik serta mengambil langkah moderat.
4
 Muhammadiyah dalam judul 

ini juga sama seperti Nahdatul Ulama yang sudah saya jelasakan maksudnya 

serta menjadikan perbandingan juga antara ketiga ormas islam tersebut. 

 Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan suatu organisasi islam 

yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Kediri Jawa Timur (Indonesia). 

Menurut penelitian Amin Jamaluddin, organisasi LDII secara geneologi 

mempunyai hubungan dengan faham Darul Hadis yang ditubuhkan oleh Kiai 

Haji Nurhasan Ubaidah di lingkungan tahun 1940-an. LDII merupakan salah 

satu organisasi dakwah kemasyarakatan yang memiliki visi, misi, tugas pokok 

dan fungsinya. Organisasi ini dulu dianggap meresahkan masyarakat 

dikalangan umat beragama di Indonesia terdapat aliran-aliran agama yang 

                                                 
4
 Toto Suharto, Gagasan Pendidikan Muhammadiyah Dan NU Sebagai Potret 

Pendidikan Islam Moderat Di Indonesia, Jurnal Studi Keislaman, Vol 9. No 1 (September 2019), 

100. 
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diantaranya dianggap menyimpang oleh beberapa masyarakat muslim di 

Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap meresahkan 

masyarakat diberbagai daerah karena dinilai masih mengajarkan islam jamaah 

yang di larang oleh jaksa.5 

B. Latar Belakang Masalah 

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering 

diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia karena mengandung pandangan 

yang kontroversial.
6
 Poligami adalah istilah perkawinan dengan lebih dari satu 

pasangan dan bisa juga diartikan sebagai perkawinan dengan lebih dari satu 

orang istri. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan 

perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada 

jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogami, yaitu prinsip bahwa suami 

hanya mempunyai satu istri.7 Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah 

meluas sebelum islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan 

poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliayah, Rusia, Lituania, Polandia, 

Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan 

Inggris.8 

Praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering kali 

dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang 

pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya 

                                                 
5
 Limas Dadi, Sentimen Ideologi Membaca Pemikiran Dewasa Lewis A. Coser Dalam 

Teori Fungsional Tentang Konflik, Jurnal Al-Adl, Vol 1. No 01 (Januari 110). 
6
 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka 

Utama,2004), 43. 
7
 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta:Lembaga Kajian Agama 

Dan Jender,1999), 2. 
8
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT Alma‟arif, 1990), 169. 
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terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kelompok atau golongan 

tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan realistis dibalik kebolehan 

poligami, yang salah satunya dengan melihat kenyataan bahwa kaum 

perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum laki-laki. Sementara 

kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan 

yang tidak adil terhadap hubungan suami dan istri, karena dengan begitu, 

dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, 

padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang 

diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.9 

Dalam berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan sunnah pula, tetapi 

oleh Islam dibolehkan (mubah) seperti yang disyaratkan dalam QS an-Nisāʾ 

[4]:3 

  ٌْ ۚ   فاَِ سُت  عَ   َٔ حهُ  جَ   َٔ ُ  ى   ءِ  يَخْ
ٍَ  انُِّسَا  ا يَا طاَبَ  نكَُىْ  يِّ ْٕ َْكِحُ  ً  ى فاَ ا فىِ انٍْتَ   ْٕ ٌْ  خِفْتىُْ  الََّ  تقُْسِطُ اِ َٔ

ا )سٕسجانُساء : ٖ( ْٕ نُ ْٕ َ   ى الََّ  تعَُ ۚ   ر  نكَِ  ادَْ اَكُُىْ   ًَ ٌْ ْٔ  يَا يَهكََتْ  اَ احِذَج   اَ َٕ ا فَ ْٕ  خِفْتىُْ  الََّ  تعَْذِنُ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 

Kemudia jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim” (an-Nisāʾ [4]:3) 

Para ulama ahli tafsir hampir seluruhnya mentakwilkan ayat di atas 

dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah dahulu, yakni mengenai 

penguasaan mutlak atas anak yatim yang sedang mereka ampu. Terhadap anak 

yang diampu, mereka boleh mengawini atau menolak pinangan dari siapapun 

yang menginginkan anak yatim menjadi istri. Lantaran perbuatan tersebut, 

                                                 
9
 Anis Nur Arifah, Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan 

Gender, Yudisia, Vol 7. No 1 (Juni 2016), 122-123. 
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hak-hak anak yatim hilang, apalagi dengan adanya harta peninggalan yang 

berlebih setelah mereka dinikahi, maka seluruhnya menjadi milik wali 

tersebut. Khawatir anak yatim tersebut terlantar dan terzolimi pasca 

perkawinan yakni dengan tidak adanya keadilan atas mereka, Allah kemudian 

menganjurkan para wali ini menikahi perempuan lain yang mereka sukai. 

Lebih lanjut konsep keadilan dalam akhir surat tersebut ditunjukan kepada 

para wali karena pada masyarakat Arab lampau mengawini anak yatim 

senantiasa tidak disertai dengan adanya keadilan dalam memberi nafkah 

kepada mereka.10 

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan 

perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat munasabah-nya 

dengan ayat sebelumnya, yakni Q.S an-Nisāʾ [4]: 2,  

لَّ تتَثَذََنُٕا   َٔ ا نَٓىُْ  َٕ ى ايَْ
  ً ا  تُٕا انٍْتَ  ا َٔ َٕ ى ايَْ

ا نَٓىُْ انِ   َٕ ا ايَْ  ْٕ لَّ تأَكُْهُ َٔ ٍِّةِ ۖ  ٍْجَ تاِ نطَ انْخَثِ

ا ٍْش  ت ا كَثِ ْٕ ٌَ حُ ّٗ كَا  (ٕ)سٕسجانُساء: نِكُىْ   اََِ  

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) 

harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, 

dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, 

(tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. 

An-Nisa' 4: Ayat 2) 

Penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai 

empat, sebagaiman termaktub dalam ayat (3) ”maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat”. Dengan demikian pangkal ayat 

                                                 
10

 Lihat Tafsir At-Thobari, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Jalalin, Atau Bahkan Tafsir Al-

Manar Dalam Menafsirkan Surat an-Nisaa' Ayat 3.  
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dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri 

lebih dari satu sampai empat.11 

Sementara itu menurut al-Maragi dalam kitab Tafsir al-Maragi, 

kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat an-Nisāʾ [4] ayat 3 (tiga) 

merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami 

diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi 

orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya 

menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu 

merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fakta yang telah 

mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada 

menarik kemaslahatan.12 

 Poligami diizinkan oleh al-Qur‟an dengan syarat dapat berlaku adil 

terhadap semua istri. Bila seseorang tidak dapat berlaku adil, maka ia tidak 

berhak menggunakan izin bersyarat ini. Dalam ayat ini mengizinkan 

berpoligami tetapi memperingatkan kembali bahwa seorang laki-laki yang 

takut tidak dapat berlaku adil harus puas dengan seorang istri saja.13 Berbicara 

mengenai keadilan, al-Qur‟an telah menjelaskan bahwa bila kita menggunakan 

perasaan saja, maka itu di luar kemampuan manusia untuk dapat berlaku adil 

dalam hal ini. Beristri lebih dari satu juga bukan merupakan kewajiban 

                                                 
11

 Khoirul Abror, „Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga 

(Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),‟ Al-„Adalah, Vol. XIII, No. 2, (2016): 

229. 
12

 Ibid, 229-230. 
13

 Abul A‟la Maududi, Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Darul 

Ulum Press, 1987), 27. 
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baginya. Tetapi, yang wajib dilakukannya adalah berlaku adil dalam hal biaya 

hidup, hubungan sosial dan hubungan seksual diantara istri-istrinya.  

Secara umum penafsiran ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadits mengenai 

poligami dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama 

berpendapat bahwa poligami ini merupakan perbuatan yang mengikuti Sunnah 

Rasulullah SAW yang mana jika kita melakukannya maka akan mendapat 

pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang 

melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami “dijadikan alat ukur keimanan 

seseorang”.14 Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan melainkan 

diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Seperti contoh, seorang suami dapat 

mengamalkan poligami untuk menghindari terjadinya perzinahan, jika istri 

mengalami sakit atau mandul sehingga istri tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai istri. Menurut kelompok ketiga, poligami ini tidak dapat 

dilakukan di masa kini. Karena menurut kelompok ini, poligami dilakukan 

oleh Nabi Muhammad SAW karena kondisi tertentu pada zamannya, yaitu 

zaman perang dimana pada zaman itu banyak mujahid atau suami yang 

meninggal di medan perang sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu 

dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nisāʾ [4]:3  

  ٌْ ۚ   فاَِ سُت  عَ   َٔ حهُ  جَ   َٔ ُ  ى   ءِ  يَخْ
ٍَ  انُِّسَا  ا يَا طاَبَ  نكَُىْ  يِّ ْٕ َْكِحُ ً  ى فاَ ا فىِ انٍْتَ   ْٕ ٌْ  خِفْتىُْ  الََّ  تقُْسِطُ اِ َٔ

ۚ  )سٕسجانُساء : ٖ( ا ْٕ نُ ْٕ َ   ى الََّ  تعَُ ۚ   ر  نكَِ  ادَْ اَكُُىْ   ًَ ٌْ ْٔ  يَا يَهكََتْ  اَ احِذَج   اَ َٕ ا فَ ْٕ  خِفْتىُْ  الََّ  تعَْذِنُ
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 

Kemudia jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) 

                                                 
14

 Setiati, E, Hitam Putih Poligami: Menlaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah 

Fenomena, (Jakarta, Cisera Publishing, 2007), 23. 
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seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim” (an-Nisāʾ [4]:3) 

 

Bahwa poligami memiliki batas jumlah istri yang boleh dikawini. 

Ketidakmampuan laki-laki selain Nabi Muhammad SAW untuk berlaku adil 

terhadap istri-istrinya dijelaskan oleh kelompok ini.15 Bahsul Al-Masa‟il 

Nahdatul Ulama Kota Surabaya berpendapat, poligami bukanlah sesuatu yang 

wajib melainkan kebolehan saja (halal) tetapi dengan atau melalui proses ridha 

atau memperoleh izin dari sang istri, tidak serta merta sang suami begitu saja 

meninggalkan istri pertama.16 

Poligami menurut H. Ahmad Sujiono (Tokoh Muhammadiyah Kota 

Metro) adalah adalah pernikahan lebih dari satu orang yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki. Hal ini juga telah dilakukan oleh Rosulullah SAW, dan 

hukum asalnya adalah diperbolehkan. Hukum poligami dalam 

perkembangannya dalam konteks perkembangannya di Indonesia adalah 

sunnah. Karena Al qur‟an dan sunnah telah menjelaskannya. Adapun 

perkembangannya nanti hukumnya menurut motif atau sebab dari poligami itu 

sendiri. Ilatnya ada beberapa alasan misalnya seorang istri tidak bisa 

memberikan keturunan karena sakit atau takut kalua suami tidak bisa menahan 

hawa nafsunya sehingga dapat terjerumus pada perzinaan. Maka islam 

                                                 
15

 Chodjim, A, Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?, Dalam Paras: Bacaan 

Utama Wanita Islam, No.41/Tahun IV/Feb 2007, 55. 
16

 Muhammad Inwan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami Yang 

Bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya Dalam Hasil Keputusan Lembaga Bahsul Al-

Masa‟il Nahdatul Ulama Kota Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 

Januari 2000. 



 10 

memberikan solusi yaitu dengan berpoligami.17 Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia merupakan suatu organisasi islam yang didirikan pada tanggal 3 

Januari 1972 di Kediri Jawa Timur (Indonesia). Menurut penelitian Amin 

Jamaluddin, organisasi LDII secara geneologi mempunyai hubungan dengan 

faham Darul Hadis yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Nurhasan Ubaidah di 

lingkungan tahun 1940-an. LDII merupakan salah satu organisasi dakwah 

kemasyarakatan yang memiliki visi, misi, tugas pokok dan fungsinya. 

Lembaga Dakwah Islam Indinesia atau LDII menganggap poligami 

diperbolekhkan, jamaah LDII mempertimbangkan boleh atau tidaknya 

poligami dengan musyawarah antar keluarga besar, bagi pengurus LDII, jika 

mereka mampu ekonominya maka wajib baginya untuk berpoligami atau 

beristri lebih dari satu orang. Menurut mereka, poligami adalah sarana untuk 

mengembangkan diri dari dalam memperbanyak anggota atau kader LDII. 

Untuk pengurus pusat itu sendiri bagi yang mampu ekonominya dianjurkan 

memiliki empat orang istri, sedangkan untuk pengurus bawahnya tiga istri, 

yang ketiganya harus meminta izin kepada bapak imam pusat.18  

Secara garis besar dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian ini. Karena dari ketiga oraganisasi Islam ini 

memiliki beberapa perbedaan atau persamaan pendapat berkaitan dengan 

konsep poligami. Dan apa dasar hukum yang digunakan Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, LDII dalam memaknai pengertian poligami itu sendiri, 

                                                 
17

 Zulfa Tutaminah, „Konsep Keadilan Dalam Poligami: Pandangan Tokoh 

Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro‟ (Skripsi, IAIN Kota Metro, 2019), 49. 
18

 Luthfi Bashori, „Poligami Menurut Pandang LDII‟, Dalam Pejuang Islam, Oktober 3, 

2016. 
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sehingga menyebabkan persamaan pendapat ataupun sebaliknya perbedaan. 

Sebagaimana penelitian ini akan dilakukan di Desa Kalirejo dan ditujukan 

kepada masing-masing dari Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan 

LDII. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat di identifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Pengertian poligami menurut Islam 

2. Dasar hukum poligami menurut al-Qur‟an dan Hadits 

3. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang dan KHI 

4. Dasar hukum pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap 

kebolehan poligami 

5. Persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, 

LDII terhadap kebolehan poligami 

Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelas 

batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini, adapun fokus penelitian dalam pembahasan ini yaitu : 

1. Pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap kebolehan 

poligami. 

2. Dasar hukum pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII 

terhadap kebolehan poligami. 

3. Persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, 

LDII terhadap kebolehan poligami. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang timbul, diantaranya yaitu : 

1. Bagaima pandangan dan dasar hukum Tokoh Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, LDII di Kalirejo  terhadap Poligami? 

2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, LDII terhadap poligami? 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan guna memperoleh tujuan 

yaitu: 

1. Mengetahui pandangan dan dasar hukum Tokoh Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, LDII di Kalirejo terhadap Poligami. 

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, LDII terhadap poligami. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat 

serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat 

memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai 

berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum islam dalam 

bidang pernikahan. 
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2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi 

bagi masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Dalam penelitian ini sebenarnya telah banyak yang mengkaji dan 

meneliti masalah poligami, karena masalah ini bukan kajian baru, sehingga 

sudah banyak karya ilmiah yang membahasnya. 

1. Skripsi Bagus Fajar Adryanto yang berjudul “STUDI KOMPERATIF 

TENTANG POLIGAMI PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DAN SITI 

MUSDAH MULIA”.  

Permasalahan yang diangkat adalah kedua tokoh tersebut berbeda 

pendapat mengenai konsep poligami. Dua-duanya menggunakan ayat Al-

Quran yang sama tetapi kesimpulan hukumnya yang berbeda. Rumusan 

masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Konsep Poligami Menurut 

M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. (2) Bagaimana Metodologi 

pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang 

memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Quran dan 

Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqh. Data penelitian diperoleh dari buku-

buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-

analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan 

dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode 
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yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan 

metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu 

kesimpulan. Dari pemahamannya, Quraish Shihab berkesimpulan bahwa 

poligami itu pintu darurat kecil yang disiapkan untuk kondisi yang darurat. 

Dan yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang membutuhkannya 

dengan syarat tidak ringan. Sedangkan keadilan yang diminta dalam 

poligami menurutnya, keadilan materi karena keadilan immaterial diluar 

kekuasaan manusiaSedangkan dalam pemahaman Musdah berkesimpulan, 

pada dasarnya Al-Quran menganjurkan setiap manusia untuk bemonogami 

karena perkawinan monogami yang menjanjikan terciptanya tujuan 

perkawinan yang hakiki. Menurutnya poligami sendiri pernikahan yang 

banyak aspek negatifnya ketimbang positifnya. Akibat itu menurutnya 

poligami haram lighairih (haram karena aksesnya) karena itu Musdah 

menghimbau pelarangan poligami. Dan mengenai keadilan Musdah 

berpendapat bahwa keadilan yang diminta adalah keadilan immaterial. 

Dimana keadilan tersebut yang mampu melakukannya hanya Nabi SAW, 

sedangkan pengikutnya mustahil melakukannya.19 

Penelitian ini memiliki kesamaan objek kajian yang diteliti yakni 

pembahasannya terkait tentang poligami. Penelitian ini memiliki 

perbedaan yakni dari segi objek yang dikaji, pada penelitian terdahulu 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research), sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) 

                                                 
19

  Bagus Fajar Adryanto, „ Studi Komperatif Tentang Poligami Prespektifm, Quraish 

Shihab Dan Siti Musdah Mulia‟ Yang Di Selenggarakan Oleh IAIN Ponorogo, (Skripsi 2019). 
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2. Berangkat dari jurnal Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 

yang berjudul “KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QURAN : STUDI 

TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB”  

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu wacana poligami 

dalam pemikiran islam menjadi kontroversi yang menarik dibahas. 

Sebagaimana ditawarkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwasannya 

poligami dalam ajaran islam diperbolehkan bukan bersifat anjuran atau hal 

yang wajib, itupun dengan syarat adil. Adanya perbedaan setiap argumen 

mempunyai dasar yang sama dari teks al-Quran yaitu surat an-Nisāʾ [4] 

ayat 3. Rumusan masalah yang terkandung dalam jurnal yaitu bagaimana 

atau seperti apasih konsep poligami dalam al-Quran dalam studi Tafsir Al-

Misbah karya M. Quraish Shihab, untuk membatasi kajian dalam tulisan 

ini maka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menerapkan metode tafsir tematik (maudu‟i) untuk memperoleh 

pemahaman yang kompeherensif tentang poligami dalam al-Quran. M. 

Quraish Shihab memandang bahwa poligami tidak dapat dimunculkan 

untuk semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat 

bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang 

melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi 

kemanusiaan.20 Penelitian terdahulu ini sama-sama membahas terkait 

poligami, namun penelitian terdahulu ini lebih fokus ke konsep poligami 

                                                 
20

 Siti Asiyah, Dkk., „Konsep Poligami Dalam Al-Qur‟an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya 

M. Quraish Shihab,‟ Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, Vol. 4 No. 1 (2019): 100-86. 
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menurut Al-Qur‟an, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke menurut 

padangan tokoh. 

3. Jurnal dengan judul Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama 

ditulis oleh Reza Fitria Ardhian, Satri Anugrah, Setyawan Bima.  

Poligami diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, pasal 3 ayat 2 Jo pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 intruksi 

presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 Ayat 3. Yaitu 

Perkawinan Poligami diluar ijin pengadilan tidak mempunyai kekuatan 

hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga 

tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu 

kepentingan hukum secara legal dan formal atas segala hal-hal yang 

menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu dan tidak dapat 

dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke pengadilan atas sengketa 

yang timbul dari perkawinan itu di kemudian hari.21 Penelitian ini terdapat 

kesamaan objek kajian dengan penelitian ini yaitu sama-sama terkait 

poligami, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan peneltian 

ini, penelitian terdahulu membahas tentang poligami dalam hukum Islam 

dan hukum positif di Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di 

pengadilan agama, berbeda dengan penelitian ini yakni membahas tentang 

poligami menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah 

dan LDII di Kalirejo. 

                                                 
21

 Reza Fitra Ardhian, Dkk, „Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia 

Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,‟ Jurnal Privat Law, No 2(2015) : 

1-8. 
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Dari beberapa penelitian diatas bahwa berbeda dengan  penelitian ini dari 

segi dasar hukum, pemahaman dan penafsiran, yang sebagaimana penelitian 

ini berjudul “Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, dan LDII” (Studi di Desa Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. 

Lampung Tengah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(Field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan 

data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah 

tempat penelitian atau yang ada di lapangan. Kedepannya berharap penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, 

sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi 

mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum islam 

dalam bidang pernikahan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan 

(Field research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan 

pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju 

langsung di daerah tempat penelitian atau yang ada di lapangan.22 

Pengumpulan data dan informasi tentang poligami akan dikumpulkan 

dari narasumber atau tokoh-tokoh yang ada di Kalirejo, karena 

                                                 
22

 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.  
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penelitian ini tertuju di daerah Kalirejo Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu 

metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, 

dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber 

data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi yang kemudian 

diolah doleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer 

yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung 

berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam 

hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian lapangan (field research) ini, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data  yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara 
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sistematis.23 Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, 

kondisi), pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki teknik ini digunkan untuk mempelajari 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 

responden yang tidak terlalu besar. Dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkrit dari 

sumbernya. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan kepada si penelitian. Dalam hal ini penulis 

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara 

membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi 

dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di 

wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara. 

Untuk mendapatkan informasi lengap maka penulis melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun hal-hal yang perlu 

dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar 

pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 
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c. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang 

berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. 

4. Metode Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian 

diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, 

yaitu : 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan 

antara data satu dengan yang lainnya.24 Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap 

narasumber tokoh-tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII 

serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun 

penelitian ini. 

b. Classifying (Klasifikasi)  

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan 

dan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data 

yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian 

digolongkan sesuai kebutuhan.25 Hal ini dilakukan agar data yang telah 
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 Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2005), 85. 
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diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan 

informasi yang objektif yang diperlukan peneliti. Kemudian data-data 

tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan 

berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang 

diperoleh melalui refrensi. 

c. Verifying (Verifikasi)  

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah 

didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan 

dalam penelitian.26 Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang 

data dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek 

penelitian, dalam hal ini tokoh-tokoh Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, dan LDII Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 

Tengah. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat 

adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi. 

d. Concluding (Kesimpulan)  

Concluding adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir 

dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan 

menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini 

disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses 

pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: editing, 

classifying, verivying analyzing. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Menurut 

Sugiyono, populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri 

atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan.27 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian 

proposal skripsi ini adalah mengenai tentang poligami dalam 

pandangan tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII. Dari 

data observasi yang penulis peroleh, populasi dalam penelitian ini 

didapatkan di dalam organisasi NU, Muhammadiyah dan LDII Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu 

misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi 

tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya. 

Menurut Suharsimi Ari Kunto sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.28 Berdasarkan 

penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang 

Poligami itu sendiri yaitu pimpinan serta jajaran masing-masing 

MWCNU Kalirejo, PC Muhammadiyah Kalirejo, PC LDII Kalirejo, 

yaitu 2 tokoh MWCNU Kalirejo, 2 tokoh PC Muhammadiyah Kalirejo 

dan 2 tokoh PC LDII Kalirejo. 
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6. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, penulis 

membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.29 

Setelah data terhimpun selanjtunya data dianalisis secara kualitatif, yaitu 

suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata, tulisan, lisan atau dari prilaku orang-orang yang dapat 

dimengerti untuk dijadikan penelitian. Setelah analisis data slesai 

kemudian maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu 

penjelasan dan pengeinterpreatisan secara logis, dan sistimatis. Dari hasil 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan 

cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif metode analisa data dengan 

cara mulai dari data yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam hal pemahaman pembahasan peneltian ini dan 

supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Penyusun memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, sistematika pembahasan. 
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Bab II : Kajian teori merupakan bab yang mendeskripsikan tentang teori 

yang berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut didapat dari berbagai 

literatur primer seperti buku ataupun jurnal yang berkaitan. Kajian teori yang 

terkandung di dalam skripsi ini meliputi pengertian poligami, syarat-syarat 

poligami, factor-faktor poligami, dasar hukm poligami, pandangan ulama 

mazhab tentang poligami. 

Bab III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi tentang fakta-fakta 

penelitian yang ditemukan di lapangan. Yang dimaksud deskripsi objek 

penelitian di dalam skripsi ini ialah deskkripsi tentang desa Kalirejo serta 

tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII di Kalirejo. 

Bab IV : Analisis penelitian merupakan inti dari penelitian karena di bab 

ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data 

skunder serta temuan penelitian berkenaan dengan poligami itu sendiri untuk 

menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. 

Bab V : Penutupan pada bab 5 mrupakan bab terakhir yang didalamnya 

mencangkup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban-

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomedasi 

atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai 

tindaklanjut terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Poligami 

1. Pengertian Poligami 

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan 

dari poly atau polus yang berarti banyak dan kata gamein atau gamos yang 

berarti kawin atau perkawinan.30 Maka ketika kedua kata ini digabungkan 

akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah 

yang tidak terbatas. Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering 

diistilahkan dengan ta‟addud az-zaujat. Poligami menurut kamus Bahasa 

Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau 

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. 

Menurut tinjauan antropologisosial, poligami mempunyai pengertian 

seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, 

sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan 

beberapa orang laki-laki. Istilah poligami jarang dipakai dikalangan 

masyarakat, dan hanya digunakan dikalangan antropologi saja, sehingga 

secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang 

disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri. 

Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah 

satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu 
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yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah 

satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak 

suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini 

adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa isteri 

dalam waktu bersamaan. 

2. Syarat-Syarat Poligami 

Berikut ini adalah syarat-syarat berpoligami yang telah digariskan 

oleh syara‟ yaitu: 

a. Wanita yang dikumpulkan dalam satu masa itu bukan bersaudara. 

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk 

melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, 

Islam telah melarang sama sekali untuk seorang laki-laki yang 

berpoligami itu mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak 

perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara 

ibunya dalam satu masa. 

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisāʾ [4]:22 

يَتْ  ٍْكُىْ  حُشِّ ٓ   عَهَ ُ   تكُُىْ ايَُ تَ ٕ   تكُُىْ َٔ اخََ ًّ   تكُُىْ َٔ عَ خ   تكُُىْ َٔ ُ   تكُُىْ ه  َٔ تَ ُ   الّْخَِ  تُ َٔ تَ  الّْخُْتِ  تُ َٔ

  ٓ ايَُ ًْ  انّ   تكُُىُ َٔ ٕ   اسَْضَعُْكَُىْ  تِ اخََ ٍَ  تكُُىْ َٔ ٓ   انشَضَاعَحِ  يِّ ايَُ سَتاَ   كُىْ ى ِ َسَِا   تُ َٔ ًْ انّ   ثكُُىُ ى ِ َٔ ًْ  تِ  فِ

سِكُىْ  ْٕ ٍْ  حُجُ ًْ انّ   كُىُ ى ِ َِّسَا   يِّ ٍَۖ  دَخَهْتىُْ  تِ ِٓ ٌْ  تِ ِ ا نىَْ  فاَ ْٕ َُ ْٕ ٍَ  دَخَهْتىُْ  تكَُ ِٓ ٍْكُىْ  جُُاَحَ  فلََ  تِ  ۚۖ  عَهَ

حَلَ   ٍَ  كُىُ ى ِ اتَُْاَ   مُ ى ِ َٔ ٌْ ٍْ  انزَِ ٌْ  اصَْلَتِكُىْ   يِ اَ ا َٔ ْٕ عُ ًَ ٍَ  تجَْ ٍْ ٍِ  تَ ٍْ ٌَ  ۚ   سَهفََ  قذَْ  يَا الَِّ  الّْخُْتَ  اِ

 َ
ٌَ  اّلل  ا كَا س  ْٕ ا غَفُ  ً ٍْ (ٕٕ)سٕسجانُساء :  سَحِ  

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-



 

 

27 

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu 

yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu 

istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang 

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 

anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.” (an-Nisāʾ [4]:22) 

b. Bersikap adil  

Berlaku adil kepada istri-istri merupakan hak pernikahan yang 

paling kuat dan paling besar. Hal ini merupakan motif terpenting dalam 

menjaga kebaikan dan kestabilan dalam keluarga dan akan menghasilkan 

saling pengertian diantara mereka. Adil merupakan syarat utama yang 

membolehkan seseorang laki-laki itu mengamalkan poligami. Syara‟ 

amat menitikberatkan keadilan dalam amalan tersebut. Adil yang 

dimaksudkan ini merangkumi berbagai segi lahiriah, yaitu dari segi 

pembagian nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan 

pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta perkara-perkara lain 

yang berbentuk kebendaan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami 

dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman. 

Manakala keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang pula 

tidaklah menjadi satu syarat utama karena ia termasuk dalam kekuasaan 

Allah SWT, sekalipun manusia sendiri merupakan faktor utama dalam 

mewujudkan kasih sayang tersebut. Seandainya kasih sayang dari segi 

cinta dan kasih sayang merupakan suatu syarat yang wajib, maka 

mustahil bagi seorang hamba dapat berbuat demikian. 
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Allah SWT memberitahukan bahwa berlaku adil diantara istri-

istri dalam segala hal adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, 

meskipun suami bisa berbuat adil dalam sikap dan perbuatan yang 

nampak, namun perbedaan mesti selalu ada, khususnya dalam hal cinta, 

syahwat dan jimak, ketenangan, ketentraman dan kasih sayang. 

Nabi SAW adalah orang yang paling adil dalam segala hal. Beliau 

berbuat adil kepada istri-istrinya dalam berbagai perbuatan zhahir selama 

beliau mampu. Beliau tidak memihak satu istri dan mejauhi yang lain, 

tidak juga melebihkan pemberiannya kepada yang satu dan tidak kepada 

yang lain. Walaupun Rasulullah SAW telah berbuat adil dalam hal itu, 

akan tetapi beliau lebih mencintai Aisyah r.a. daripada istrinya yang lain, 

Aisyah mempunyai kedudukan khusus di hati Nabi SAW yang tidak 

dimiliki oleh istri beliau yang lain. Bahkan Aisyah adalah orang yang 

paling beliau cintai. 

Namun begitu, perasaan lebih mengasihi seseorang istri melebihi 

istrinya yang lain tidak boleh ditunjukkan kepada istri-istrinya yang ada 

karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Keadaan ini terpulang kepada 

suami untuk mengawalnya. 

c. Giliran 

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk 

menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Menurut 

pendapat yang sahih, suami wajib mengundi para istri untuk memilih 

mana yang lebih digilir, bila mereka tidak ridha dengan jadwal yang 
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dibuatnya. Undian ini penting untuk menghindari sikap pilih kasih, 

sementara setiap istri mempunyai hak yang sama. Jadi, suami memulai 

giliran dengan istri yang undiannya keluar. Ketika masa gilirannya telah 

habis, suami mengundi tiga istrinya yang lain, kemudian mengundi 

antara dua istrinya. Jika satu siklus giliran sudah berakhir, untuk 

selanjutnya dia menggunakan urutan giliran yang sudah ada (tidak perlu 

mengundi lagi). Suami haram mengistimewakan sebagai istrinya diatas 

sebagian yang lain dalam hal jatah giliran. 

d. Berkuasa menanggung nafkah 

Apa yang dimaksud dengan nafkah disni adlah nafkah zahir. Para 

ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan berkuasa 

menanggung nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat 

tinggal, pakaian, dan perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan dan 

diperlukan oleh istri. Ringkasannya nafkah zahir yang dimaksudkan itu 

ialah segala keperluan berbentuk kebendaan yang menjadi keperluan 

asasi setiap orang. Hanya nilai-nilainya saja yang berbeda-beda 

berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika suami merupakan seorang 

yang agak susah, maka kadar nafkah yang perlu diberikan kepada para 

istrinya adalah mengikuti kadar nafkah yang biasa diberikan oleh orang 

yang susah kepada istri mereka walaupun istri tadi berasal dari golongan 

berbeda. Sekiranya suami itu dari golongan kaya dan mewah, maka 

nafkah yang perlu diberikan kepada setiap istrinya adalah seperti nafkah 
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yang diberikan mengikuti kebiasaan orang kaya tidak kira sama ada 

istrinya dari golongan kaya atau miskin.  

Peruntukan tentang nafkah ini juga telah diterima pakai dalam 

seksyen 23 (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah 

persekutuan) 1984 yang memperuntukan bahwa pihak suami haruslah 

mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung semua istri 

dan orang tanggungannya, bahwa dia berupaya memberi layanan sama 

rata kepada semua istrinya dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu 

tidak akan menyebabkan darar syari‟ kepada istri yang sedia ada.31 

3. Faktor-Faktor Poligami 

Realitas keluarga yang berpoligami telah lama bahkan sejak dahulu 

mewarnai setruktur kehidupan keluarga disekitar kita selain pola 

perkawinan yang monogamy. Sebuah institusi keluarga yang berpoligami 

sering menjadi perbincangan dalam masyarakat karena terkadang menjadi 

sandaran pemikiran bagi setiap orang yang menyadari bahwa keluarga yang 

berpoligami adalah sebuah keluarga yang unik dan eksclisive karena tidak 

semua orang mampu untuk melaluinya dan perlu banyank hal yang harus 

dipikirkan sebelum memasuki kehidupan keluarga seperti ini. 

Pada dasarnya keinginan berpoligami bukanlah merupakan sebuah 

hal yang disiapkan atau direncanakan sebelumnya oleh para suami bahkan 

sebagian informan sama sekali tidak menginginkan kondisi kehidupan 
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perkawinan seperti itu dan ingin menghindarinya, namun itu terjadi 

dikarenakan oleh berbagai macam sebab, baik sifatnya yang internal atau 

berasal dari dalam diri informan itu sendiri atau juga bersifat eksternal yaitu 

berasal dari luar informan yang dapat mempengaruhi keputusan informan 

untuk mau berpoligami. 

Menurut pandangan peneliti bahwa ada beberpa faktor dapat 

dijadikan sebagai obyek analisis dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara terhadap informan yang dapat dijadikan 

sebagai alasan utama yang menyebabkan keinginan untuk mau 

berpoligami. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberpa faktor. 

a. Akibat ditinggalkan oleh istri 

Salah satu alasan suami untuk menikah lagi karena adanya 

pengaruh istri yang meninggalkan suami sekian lamanya dengan tidak 

ada kejelasan kapan akan bersama siami/keluarganya lagi. Sementara 

istri merantau, kehidupan suami menjadi tidak menentu dan sangat 

mengharapkan kehadiran seorang pendamping yang dapat 

memperhatikan dirinya. Oleh karena itu kondisi ini sangat 

memungkinkan seorang suami untuk melakukan perselingkuhan yang 

akhirnya menikah walau tanpa sepengetahuan sang istri. Hal ini dialami 

oleh salah satu informan yang menganggap bahwa niat untuk 

berpoligami pada dasarnya tidak ada namun karena istri pergi 

meninggalkannya dengan tidak ada kepastian maka terpaksa dia 



 

 

32 

menikah lagi dengan perempuan lain yang dianggap mampu untuk 

mendampingi dan memberikan perhatian pada dirinya. 

b. Poligami sebagai takdir 

Alasan takdir atau garis tangan sering dianggap sebagai salah satu 

alasan mengapa suami berpoligami atau beristri lebih dari satu. Adanya 

ketidakjelasan dalam mencari faktor penyebab terjadinya poligami 

padahal dari sisi lain suami memiliki segalanya secara lengkap seperti 

istri yang perhatian, anak yang manis dan cerdas, rumah yang bagus, 

pekerjaan yang memadai namun masih ingin tetap berpoligami hanya 

karena menganggap bahwa semuanya itu terjadi begitu mudah. 

Keinginan informan tersebut seakan-akan menganggap bahwa mungkin 

ini sudah menjadi ketentuan ia harus memiliki banyak istri karena 

semuanya terjadi tanpa direncanakan dan berjalan begitu mudah serta 

tidak ada kendala yang sangat fatal. Akibat kemudahan ini lah yang 

memberikan keberanian bagi informan untuk melanjutkan 

perkawinannya dan beranggapan bahwa kehidupan ini adalah sebuah 

takdir yang harus ia lalui. 

c. Kebutuhan biologis  

Hampir setiap informan menyadari bahwa kebutuhan biologis 

merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam sebuah lingkup 

perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan dapat menjadi jalan 

mewujudkan dorongan seks yang merupakan sebuah kebutuhan 

biologis manusia. Apabila pemenuhuan kebutuhan ini tidak berjalan 
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sebagaimana yang diharapkan maka yang muncul adalah upaya untuk 

mendapatkan pasangan lain diluar perkawinan, inilah yang mendorong 

terjadinya poligami karena dipicu oleh adanya kondisi yang memaksa 

suami untuk mau berhubungan selain dengan istri yang telah ada. 

Setiap pria pada dasarnya secara biologis memiliki rangsangan 

seksual terhadap lawan jenis, hal tersebut memang dianggap wajar dan 

manusiawi saja sepanjang kondisi ini dapat diatur dan dijaga 

sebagaimana mestinya sehingga tidak mempengaruhi hubungan sosial 

yang didasarkan oleh nilai dan norma. Namun terkadang gairah yang 

dimiliki oleh pria tidak mampu untuk dijaga sehingga nafsu seksual 

menjadi tidak terkendali dan menimbulkan keinginan untuk 

berpoligami atau menikah berkali-kali dengan beberapa wanita. 

Salah satu gambaran yang mempengaruhi suami untuk menikah 

lagi adalah ketidak mampuan istri untuk melayani kebutuhan seks 

suami atau dengan kata lain istri sudah tidak sanggup lagi memenuhi 

kebutuhan biologis suaminya misalnya karena usia yang sudah tua atau 

ada hal lain yang mengganggu hubungan antar keduanya. 

Jika suami masih mempunyai keinginan yang kuat untuk 

berhubungan seks maka jalan yang terbaik adalah menikah wanita lain 

daripada harus berbuat zina. hal ini terkadang dilakukan atas 

persetujuan istri pertama seperti yang dialami oleh salah seorang 

informan dalam penelitian ini. 
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d. Faktor kesempatan/kebetulan 

Faktor kesempatan merupakan salah satu hal yang menjadi 

penyebab terjadinya poligami. Adanya kesempatan inilah yang dapat 

memberi peluang bagi suami untuk cenderung menikah walapun tanpa 

ada restu dari istri pertama. Kesempatan ini dapat terjadi kapan saja 

manakala kondisi memungkinkan hal itu terjadi. Seperti pengakuan dari 

salah satu responden yang menganggap bahwa keadaan itu muncul 

dikala ada peluang seperti istri yang pada saat itu tidak 

memperhatikannya disaat ia bertemu dengan wanita lain. Keadaan itu 

terus menerus terjadi tanpa sepengetahuan dari istri pertama. Tindakan 

berulang kali inilah yang mendorong dirinya untuk menikah secara 

diam-diam. 

e. Faktor ekonomi 

Upaya dalam mempertahankan kehidupan sangat dipengaruhi 

oleh sebuah strategi atau cara agar kehidupan dapat berjalan dengan 

baik. 

Dari kelima faktor penyebab terjadinya poligami diatas, faktor 

kebutuhan biologis merupakan faktor internal karena penyebabnya berasal 

dari dalam diri informan. Faktor kebutuhan biologis ini terkadang 

mengalami ketidaksesuaian dalam sebuah perkawinan sehingga yang 

nampak adalah perkawinan itu terkesan sebagai simbol pemuas nafsu saja. 

Kondisi ini telah menjadi sebuah kondisi yang patologis karena merupakan 

tindakan yang bersifat abnormal atau tidak normal dalam sebuah 
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perkawinan. Tindakan yang sering kawin tanpa adanya perceraian dan 

tanpa mempertimbangkan perasaan istri dan anak sebelumnya merupakan 

hal yang dapat melukai atau menyakiti sisi kehidupan istri dan anak-

anaknya. 

Sedangkan faktor lain seperti faktor ekonomi, adanya kesempatan, 

istri yang meninggalkan suami/merantau, dan faktor garis tangan atau 

takdir merupakan faktor yang datangnya dari luar individu atau bersifat 

eksternal. Kondisi ini terkadang tidak sepenuhnya terjadi tapi dapat saja 

terjadi dalam kehidupan sebuah institusi keluarga karena pengaruh agama 

dan kepercayaan juga masih mewarnai pemikiran informan. 

Kebanyakan orang mau berpoligami karena menganggap bahwa 

agama sangat mendukung pola perkawinan seperti ini. Keinginan 

berpoligami itu diperbolehkan sepanjang dapat memenuhi syarat yaitu 

mampu berlaku adil pada setiap istri tetapi jika tidak mampu maka 

sebaiknya satu istri saja. Selain itu dalam agama pun menganggap lebih 

baik berpoligami daripada melakukan zina karena berpoligami adalah jalan 

yang dilegalkan oleh agama. Dengan demikian faktor agama pun sangat 

memicu orang untuk mau berpoligami walaupun pada dasarnya 

menimbulkan kontroversi karena anggapan agama tersebut masih perlu 

untuk dikaji lebih dalam.32 
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B. Dasar Hukum Poligami 

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah 

peradaban manusia iti sendiri. Sebelum islam datang ke Jazirah Arab, poligami 

merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami 

masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan 

keadilan bagi para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang 

paling ia suka dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para 

istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh 

keadilan. 

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendati tidak 

menghapus praktik ini, namun islam membatasi kebolehan poligami hanya 

sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keharusan 

berlaku adil diantara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan dalam dua ayat 

poligami yaitu surah an-Nisāʾ [4] ayat 3 dan an-Nisāʾ [4] ayat 129. 

1. Al-Qur‟an 

Landasan hukum poligami sendiri terdapat dalam Al-Qur‟an surah an-

Nisāʾ [4] ayat 3 yang berbunyi: 

  ٌْ ۚ   فاَِ سُت  عَ   َٔ حهُ  جَ   َٔ ُ  ى   ءِ  يَخْ
ٍَ  انُِّسَا  ا يَا طاَبَ  نكَُىْ  يِّ ْٕ َْكِحُ ً  ى فاَ ا فىِ انٍْتَ   ْٕ ٌْ  خِفْتىُْ  الََّ  تقُْسِطُ اِ َٔ

ا   )سٕسجانُساء : ٖ( ْٕ نُ ْٕ َ   ى الََّ  تعَُ ۚ   ر  نكَِ  ادَْ اَكُُىْ   ًَ ٌْ ْٔ  يَا يَهكََتْ  اَ احِذَج   اَ َٕ ا فَ ْٕ  خِفْتىُْ  الََّ  تعَْذِنُ

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
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demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya” 

(an-Nisāʾ [4]:3).33 

Ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Sayangnya ayat ini sering 

disalahpahami, ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh Aisyah ra, 

menyangkut sifat orang-orang yang ingin mengawini anak-anak yang kaya 

lagi cantik. Anak-anak yatim itu masih berada dalam pemeliharaannya, 

tetapi tidak ingin memberikan mas kawin yang sesuai, serta tidak 

memberlakukannya secara adil. Penyebutan “dua, tiga, atau empat” pada 

hakikatnya adalah dalam tuntutan berlaku adil kepada mereka. Atas dasar 

ayat inilah Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih 

dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini beliau 

memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar 

segera menceraikan istri-istrinya secara maksimal.34 

Dan firman Allah yang lain berkenaan dengan poligami untuk berlaku 

adil yaitu: 

 ٍْ ْٕ   ٔنَ عُ ٍْ ٌْ  اتسَْتطَِ ا اَ ْٕ ٍَ  تعَْذِنُ ٍْ ْٕ  ءِ انُِّسَا   تَ نَ ا فلََ  حَشَصْتُىْ  َٔ ْٕ ٍْهُ ًِ ٍْمِ  كُمَ  تَ ًَ ْاَ انْ ْٔ عَهقَحَِ   كَا فتَزََسُ ًُ  نْ

اِ  ا ٌْ  َٔ ْٕ ا تصُْهحُِ ْٕ تتَقَُ َ  ٌَ  فاَِ  َٔ
ا ٌَ  كَا اّلل  س  ْٕ ا غَفُ  ً ٍْ (1ٕٔ)سٕسجانُساء :  سَحِ  

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara 

istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 

itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

                                                 
33
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sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (an-

Nisāʾ [4]:129).35 

Keadilan yang dimaksud ayat ini, adalah keadilan dalam bidang 

imateril (cinta), itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang 

memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang dicintai. 

Masalah poligami memang agak rumit bagi kaum wanita, karena jarang 

wanita yang mau dimadu. Karena itulah ayat ini termasuk yang kurang 

disukai oleh banyak wanita. Secara tradisi, kebiasaan pria menikahi lebih 

dari satu wanita, sudah ada sejak zaman pra Islam (jahiliyah). Saat itu, 

seorang pria kepala suku bisa memiliki puluhan istri. Karena itulah saat 

Islam datang, dibatasi maksimal empat saja.36 

2. Hadis 

Hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan at-

Tirmidzi yang menceritakan tentang Ghailan ibn Maslamah yang 

mempunyai sepuluh orang istri: 

ٍْ  عَثْذَجُ  حَذَحَُاَ َُْاَد   حَذَحَُاَ ٍِ  سَعٍِذِ  عَ ٍْ  عَشُٔتحََ  أتًَِ تْ ش   عَ ًَ ٍْ  يَعْ ْْشِيِّ  عَ ٍِ  سَانِىِ  ٍْ عَ  انزُّ  عَثْذِ  تْ

ٍْ  اَللِ  ٍِ  عَ شَ  اتْ ًَ ٌَ  عُ ٌَ  أَ ٍْلَ ٍَ  غَ حَ  تْ ًَ ًَ  سَهَ نَُّ  أسَْهَىَ  انخقَفَِ ج   عَشْشُ  َٔ َٕ ِْهٍِحَِ  فًِ َسِْ ٍَ  انْجَا ًْ  يَعَُّ  فأَسَْهَ

ًُّ  فأَيََشَُِ  ِّ  اَللُ  صَهىَ انُثَِ ٍْ سَهىََ  عَهَ َٔ  ٌْ ا ٌتَخٍََشََ  أَ ٍَ  أسَْتعَ  ُُْٓ ( 1ٗٓٔ:  سٍُ انتشيزي) يِ  

“Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah 

dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Salim bin 

Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi 

masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa 

jahiliyah. Mereka semuanya masuk islam juga, Nabi shallallahu 
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'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara 

mereka." (H.R. al-Tirmidzi: 1047).37 

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Bab al-Rajul Yuslimu 

wa „Indahu Aktsar Min „Arba Niswatin yang berbunyi: 

ذُ  حَذَحَُاَ ًَ ٍُ  أحَْ ٍِْىَ  تْ ًُّ  إتِْشَا سَقِ ْٔ ٍْى   حَذَحَُاَ انذَ ٍْ  ْشَُ ٍِ  عَ ٍْهىَ أتًَِ اتْ ٍْ  نَ ٍْضَحَ  عَ ًَ ُْتِ  حُ شْدَلِ  تِ ًَ  انشَ

 ٍْ ٍْسِ  عَ ٍِ  قَ تُ  قاَلَ  انْحَاسِثِ  تْ ًْ ُْذِي أسَْهَ عِ َٔ  ٌِ ا ًَ ج   حَ َٕ ٍْتُ  َسِْ ًَ  فأَتََ ِّ  اَللُ  صَهىَ انُثَِ ٍْ سَهىََ  عَهَ َٔ 

ٍَ  اخْتشَْ  فقَاَلَ  نَُّ  رَنكَِ  فقَهُْتُ  ُُْٓ ا يِ (1ٕٗٔ:  سٍُ اتٍ ياجّ) أسَْتعَ   

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Al-

Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari 

Ibnu Abu Laila dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-

Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai 

delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'ala„hi wasallam 

dan mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: 

"Pilihlah empat diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah: 1942).38 

 

C. Pandangan Ulama Tentang Poligami 

Hukum poligami menurut Para Ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan 

darurat seperti, istri ternyata divonis mandul dan tidak bias memberikan anak 

keturunan, istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan akibatnya istri tidak 

bisa memenuhi kewajibannya. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga 

memberi syarat agar suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya.  

Para imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‟I dan Imam 

Hanbali membolehkan poligami dengan syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang 

akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi empat 

orang istri. Para Imam memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu 
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untuk berlaku adil, maka beristri satu saja. Ulama ahli sunnah pun juga sepakat, 

jika suami memiliki istri lebih dari empat adalah haram hukumnya. Perkawinan 

yang ke lima, seterusnya adalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami 

menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya.
39

 

Poligami menurut Rasyid Ridha menjelaskan bahwa dalam Tafsir al-Manar, 

secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju dengan praktik 

poligami dalam masyarakat. Meskipun poligami secara normatif diperbolehkan 

(dalam kondisi tertentu), mengingat kondisi yang sulit diwujudkan (keadilan antar 

istri), poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur‟an. Bentuk dari 

pernikahan monogami sebenarnya adalah tujuan pernikahan, karena pernikahan 

monogami akan menciptakan suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga.
40

 

Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat an-Nisa>: 3 dalam konteks 

perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga 

perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirakan ayat 

tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang 

dikawini.
41

 

Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat 

berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininy, maka hendaklah ia 

mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. 
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Namu “jika khawatir” tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah 

satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun 

terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah 

budak-budak yang kamu miliki, karen mereka itu milikmu dan merupakan 

hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan 

merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan 

penyelewengan terhadap perempuan.
42

 

Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan 

untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun 

terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini 

menunjukan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat 

yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan 

mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.
43

 

Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu 

Syuqqah dalam kitabnya “Pembebasan Wanita” sebagai berikut: 

1) Tidak lebih dari 4 (empat) istri, sebagaimana QS. an-Nisa>: 3. 

2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang 

yang menjadi tanggungannya. 

3) Mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik. 

4) Dapat berbuat adil.
44
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 Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, 

(Yogyakarta: Lkis, 2003), 214. 
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